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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia mempunyai kedudukan semakin penting pada keadaan 

masyarakat yang selalu dinamis, terlebih lagi kondisi saat ini sedang berada atau 

sedang menuju kepada masyarakat yang beorientasi kerja, yang memandang kerja 

adalah sesuatu yang mulia. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur aparatur negara 

dan bagian dari sumber daya manusia tidak lepas dari tuntutan tersebut, sehingga 

dibutuhkan pengembangan dan penyempurnaan sistem kerja dalam menghadapi tugas 

yang semakin berat dalam pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan.  

PNS yang diangkat dalam suatu jabatan dan pangkat tertentu, diangkat 

berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan 

jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan secara obyektif tanpa membedakan 

jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan. PNS berkedudukan sebagai Aparatur 

Negara bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur 

dan adil dalam menjalankan tugasnya pada suatu instansi pemerintah. Untuk 

memperlancar aktifitas tersebut maka perlu dilakukan penilaian kinerja secara 

periodik yang berorientasi pada masa lalu atau masa yang akan datang. 

Penilaian kinerja adalah suatu upaya yang sistematis untuk membandingkan apa 

yang dicapai oleh seseorang dibandingkan dengan standar yang ada (Nasution,2015). 

Dari hasil pengukuran kinerja (performance appraisal) dapat diketahui seberapa 
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besar produktivitas dan kontribusi PNS terhadap organisasi. Tujuannya diarahkan 

untuk memicu kinerja sehingga memberikan motivasi dan peningkatan produktivitas. 

Penilaian atas pekerjaan PNS ini dituangkan dalam bentuk Daftar Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atau yang lebih dikenal dengan DP3 

PNS. Namun DP3 PNS tersebut memiliki banyak kelemahan sehingga 

disempurnakan dengan  meggunakan Penilaian Prestasi Kerja PNS. Kelemahan yang 

utama dari DP3 adalah tidak dapat digunakan dalam menilai dan mengukur seberapa 

besar produktivitas dan kontribusi PNS terhadap organisasi. Hal ini disebabkan 

penilaian prestasi kerja pegawai dengan menggunakan metode DP3 tidak didasarkan 

pada target tertentu. Kemudian disempurnakan dengan menggunakan Penilaian 

Prestasi Kerja PNS yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 46 Tahun 2011. Perbedaan antara DP3 dengan Penilaian Prestasi Kerja PNS 

ini adalah DP3 yang dinilai lebih pada perilaku kerja PNS yang bersangkutan, 

sedangkan Penilaia Prestasi Kerja PNS lebih pada capaian kinerja PNS yang 

bersangkutan dalam setiap targetnya. 

Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan secara sistematis yang penekanannya 

pada tingkat capaian sasaran kerja pegawai atau tingkat capaian hasil kerja yang telah 

disusun dan disepakati bersama antara Pegawai Negeri Sipil dengan Pejabat Penilai. 

Dalam prosesnya yang berwenang membuat penilaian prestasi kerja PNS adalah 

pejabat penilai, yaitu atasan langsung dari PNS yang bersangkutan dengan ketentuan 

paling rendah pejabat eselon V atau pejabat lain yang ditentukan. Tujuan penilaian 

prestasi kerja adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan 

http://pemerintah.net/penilaian-prestasi-kerja-pns/
http://pemerintah.net/penilaian-prestasi-kerja-pns/
http://pemerintah.net/penilaian-prestasi-kerja-pns/
http://pemerintah.net/download/pp-nomor-46-tahun-2011/
http://pemerintah.net/download/pp-nomor-46-tahun-2011/
http://pemerintah.net/penilaian-prestasi-kerja-pns/
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berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem 

prestasi kerja.  

Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 

kecakapan dan kesungguhan serta waktu (Hasibuan,2012). 

Penilaian prestasi kerja merupakan suatu proses rangkaian manajemen kinerja 

yang berawal dari penyusunan perencanaan prestasi kerja yang berupa Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP), penetapan tolok ukur yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, 

dan biaya dari setiap kegiatan tugas jabatan. Pelaksanaan penilaian SKP dilakukan 

dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target yang telah 

ditetapkan. Dalam melakukan penilaian dilakukan analisis terhadap hambatan 

pelaksanaan pekerjaan untuk mendapatkan umpan balik serta menyusun rekomendasi 

perbaikan dan menetapkan hasil penilaian (Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 tahun 

2011). 

Badan Pendapatan Daerah juga menerapkan Penilaian Prestasi Kerja PNS 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2011, yang 

sebelumnya atas nama Dinas Pendapatan Daerah. Dengan diubahnya Dinas menjadi 

Badan, maka struktur organisasi berubah yang juga mengakibatkan pejabat penilai 

berubah pula. Setiap PNS memiliki SKP yang berbeda sesuai dengan rencana kerja 

tahunan instansi tersebut. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membuat tugas akhir dengan 

judul “PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA 

BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA PADANG” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan judul di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah 

Bagaimana Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan 

Pendapatan Daerah Kota Padang? 

1.3 Tujuan Magang 

Adapun tujuan dari magang ini, antara lain : 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk memperoleh pengalaman kerja dan mengetahui proses-proses kerja 

yang terdapat pada perusahaan. Proses kerja yang dimaksud adalah tenaga 

kerja, kedisiplinan, keselamatan kerja. 

b. Untuk mengetahui bagaimana lingkungan kerja yang sesungguhnya. 

c. Untuk melihat bagaimana proses kerja yang berjalan di Badan Pendapatan 

Daerah Kota Padang. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui dan memahami Penilaian Prestasi Kerja PNS pada Badan 

Pendapatan Daerah Kota Padang. 

1.4  Manfaat Magang 

Manfaat magang yang diperoleh : 

1. Bagi penulis 

a. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam memahami dunia kerja. 

b. Menumbuhkan sikap disiplin dan tanggungjawab terhadap tugas atau 

pekerjaan yang diberikan untuk masa yang akan datang. 
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c. Membangun etika kerja serta perilaku sopan santun dengan pegawai di 

tempat kerja. 

d. Menumbuhkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi yang baik 

dengan orang lain dalam dunia kerja. 

2. Bagi Universitas Andalas 

Menghasilkan lulusan Program Diploma yang siap kerja dengan kemampuan 

dan keahlian yang dimiliki terutama pengalaman selama magang. 

3.  Bagi Tempat Magang 

a.  Mendukung program pemerintah di bidang pendidikan untuk 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

b.  Menambah tenaga kerja yang dapat meningkatkan aktifitas  

b.  Memberi pembinaan kemampuan kepada mahasiswa 

c.  Memberi informasi kepada pembaca tentang Penilaian Prestasi Kerja 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

1.5  Tempat dan Waktu Magang 

Kuliah kerja praktek atau magang ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan 

Daerah Kota Padang. Kegiatan ini dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari masa 

kerja yang dimulai dari tanggal 3 Januari 2017 s/d 27 Februari 2017. Kegiatan ini 

dapat dijadikan sebagai pengaplikasian ilmu yang didapat pada masa perkuliahan. 

 Jadwal jam kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Padang: 

1. Jam masuk : 07.30 s/d 16.00 WIB 

2. Jam istirahat : 12.00 s/d 14.00 WIB 
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1.6 Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

Untuk penulisan laporan ini, pengumpulan data-data serta keterangan-

keterangan yang penting dilakukan penulis dengan metode : 

1. Metode Pengumpulan Data 

a. Field Research (Penelitian Lapangan) 

Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data yang 

tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literature yang digunakan 

dan kemampuan tertentu dari pihak tertentu. Penelitian lapangan biasanya 

dilakukan di luar ruangan. Penulis melakukan penelitian dan pengamatan 

langsung pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, dengan 

menggunakan metode wawancara pegawai yang terkait dalam Penilaian 

Prestasi Kerja dan penulis juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang 

diperlukan untuk menyelesaikan tugas akhir. 

b. Library Research (Penelitian Keperpustakaan) 

Penelitian keperpustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya 

berdasarkan atas karya tulis, termasuk hasil penelitian yang telah maupun 

yang belum dipublikasikan. Penulis mengadakan penelitian terhadap 

buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis bahas, guna 

melengkapi field research. 

2. Metode Analisis Data 

 Metode analisa yang digunakan dalam penulisan laporan magang ini adalah 

analisa deskriptif berupa pandangan, tinjauan, uraian, paparan dari penulis 
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berkaitan dengan kondisi lapangan mengenai data-data dan fakta yang 

diperoleh. 

1.7  Sistematika Penulisan 

 Untuk mendapatkan gambaran dalam penulisan laporan ini, maka berikut 

sistematika pembahasannya : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis mengemukakan secara umum yang terdiri dari 

latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan perumusan 

masalah, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

   Dalam bab ini membahas mengenai konsep dasar Manajemen,  

Manajemen Sumber Daya Manusia dan Manajemen Kinerja, Penilaian 

Kinerja Karyawan yang berkaitan dengan Penilaian Prestasi Kerja 

Pegawai. 

BAB III  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Dalam bab ini membahas mengenai sejarah lahirnya instansi, visi misi, 

sasaran serta tugas pokok dan fungsi yang dijalankan instansi tersebut.  
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BAB IV PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas mengenai metode yang diimplementasikan 

oleh instansi tersebut dalam menilai pegawai dengan menggunakan 

Penilaian Prestasi Kerja. 

BAB V KESIMPULAN & SARAN 

Bab ini merupakan penutup dan menyimpulkan secara ringkas 

mengenai topik yang dibahas dan dilanjutkan dengan saran-saran yang 

ditujukan untuk perbaikan kondisi perusahaan di masa yang akan 

datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.1.1  Pengertian Manajemen 

Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen 

yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan juga 

masyarakat. Dengan manajemen, daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen 

akan dapat ditingkatkan. 

Menurut Robbins (2009:7), “Manajemen adalah suatu aktivitas kerja yang 

melibatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga dapat 

diselesaikan secara efektif dan efisien.” 

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia 

dan sumber-sumber lainnya secara lebih efektif dan efisien untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu. 

2.1.2  Fungsi Manajemen 

 Manajemen memiliki fungsi yang terkait erat di dalamnya. Pada umumnya 

ada empat fungsi manajemen yang banyak dikenal yaitu fungsi perencanaan 

(planning), fungsi pengorganisasian (organizing), fungsi pengarahan (directing) dan 

fungsi pengendalian (controlling). 
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Dessler (2003:4-5) mengungkapkan fungsi manajemen sebagai berikut : 

1. Perencanaan. Menentukan sasaran dan standar-standar, membuat aturan dan 

prosedur; menyusun rencana-rencana dan melakukan peramalan. 

2. Pengorganisasian. Memberikan tugas spesifik kepada setiap bawahan; 

membuat divisi-divisi; mendelegasikan wewenang kepada bawahan; membuat 

jalur wewenang dan komunikasi; mengkoordinasikan pekerjaan bawahan. 

3. Penyusunan staf. Menentukan tipe orang yang harus dipekerjakan; merekrut 

calon karyawan; menetapkan standar pretasi; memberikan kompensasi kepada 

karyawan; mengevaluasi prestasi; memberikan konseling kepada karyawan; 

melatih dan mengembangkan karyawan. 

4. Kepemimpinan. Mendorong orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan; 

mempertahankan semangat kerja; memotivasi bawahan. 

5. Pengendalian. Menetapkan standar seperti kuota penjualan, atau tingkat 

produksi; memeriksa untuk melihat bagaimana prestasi yang dicapai 

dibandingkan dengan standar-standar ini; melakukan koreksi jika dibutuhkan. 

2.1.3  Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen terdiri dari 6 unsur (6M) yaitu : men, money, methode, materials, 

machines dan market. Unsur men (manusia) berkembang menjadi bidang ilmu 

manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia (MSDM). Manajemen ini 

juga dikenal dengan manajemen kepegawaian atau manajemen personalia. 
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Menurut Hasibuan (2012:10), “Manajemen personalia adalah ilmu dan seni 

mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.” 

Menurut Yoder (2012:11), “Manajemen personalia adalah penyedia kepemimpinan 

dan pengarahan para karyawan dalam pekerjaan atau hubungan mereka.” 

Jadi manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan menentukan aspek 

“manusia” atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen dimulai dari merekrut, 

melatih, memberi evaluasi, memberi penghargaan, kompensasi hingga 

pemberhentian. 

2.1.4 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Hasibuan (2012:21-22) : Fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi 

: 

1. Perencanaan 

Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar 

memenuhi kebutuhan perusahaan dalam mencapai tujuan. Perencanaan 

dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian mulai dari 

pengorganisasian hingga pemberhentian karyawan.  

2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah kegiatan mengorganisasi karyawan dengan 

menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang dan 

koordinasi dalan organisasi.  
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3. Pengarahan 

Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau 

bekerjasama dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan 

masyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan dengan membagi tugas 

karyawan. 

4. Pengendalian 

Pengendalian adalah kegiatan mengontrol semua karyawan agar menaati 

peraturan perusahaan dan memastikan karyawan mengerjakan tugasnya 

dengan baik sesuai rencana.  

5. Pengadaan 

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi dan 

induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. 

6. Pengembangan 

Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, 

konseptual dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan yang 

diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. 

7. Kompensasi 

Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung (direct) dan tidak langsung 

(indirect) kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada 

perusahaan. 
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8. Pengintegrasian 

Pengintegrasian adalah kegiatan mempersatukan kepentingan perusahaan dan 

kebutuhan karyawan, agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling 

menguntungkan. 

9. Pemeliharaan 

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau menigkatkan kondisi 

fisik, mental dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerjasama 

sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program 

kesejahteraan karyawan. 

10. Kedisiplinan 

Kedisiplinan merupakan fungsi penting manajemen sumber daya manusia 

karena semakin baik disiplin karyawan, akan semakin tinggi pula prestasi 

kerja yang dapat dicapainya. Tanpa disiplin yang baik, sulit bagi perusahaan 

mencapai hasil yang optimal. 

11. Pemberhentian 

Pemberhentian adalah berakhirnya hubungan kerja karyawan dengan 

perusahaan yang disebabkan oleh kontrak kerja yang sudah berakhir, 

pemberhentian berdasarkan keinginan perusahaan dan atas keinginan 

karyawan itu sendiri. 
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2.1.5  Pengertian Manajemen Kinerja 

 Manajemen kinerja adalah proses mengonsolidasikan penetapan tujuan, 

penilaian dan mengembangkan kinerja ke dalam satu system atau system tunggal 

bersama, yang bertujuan memastikan kinerja karyawan mendukung tujuan strategis 

perusahaan. Manajemen kinerja ini berkaitan dengan usaha, kegiatan atau program 

yang diprakarsai dan dilaksanakan oleh pimpinan organisasi (perusahaan) untuk 

merencanakan, mengarahkan dan mengendalikan prestasi karyawan. 

2.1.6  Tujuan Manajemen Kinerja 

 Tujuan sebuah organisasi menerapkan sistem manajemen kinerja adalah : 

1. Meningkatkan prestasi kerja karyawan, baik secara individu maupun 

kelompok, sampai setinggi-tingginya dengan memberikan kesempatan kepada 

mereka untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri dalam kerangka 

pencapaian tujuan perusahaan. 

2. Peningkatan yang terjadi pada prestasi karyawan secara perorangan pada 

gilirannya akan mendorong kinerja sumber daya manusia secara keseluruhan, 

yang direfleksikan dalam kenaikan produktivitas. 

3. Merangsang minat dalam pengembangan pribadi dengan tujuan meningkatkan 

hasil karya dan prestasi pribadi serta potensi laten karyawan dengan cara 

memberikan umpan balik pada mereka tentang prestasi mereka. 

4. Membantu perusahaan untuk dapat menyusun program pengembangan dan 

pelatihan karyawan yang lebih tepat guna. 
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5. Menyediakan alat/sarana untuk membandingkan prestasi kerja pegawai 

dengan tingkat gajinya atau imbalannya sebagai bagian dari kebijakan dan 

sistem imbalan yang baik. 

6. Memberikan kesempatan pada pegawai untuk mengeluarkan perasaannya 

tentang pekerjaan atau hal-hal yang ada kaitannya. 

Menurut Ruky (2001:22), manfaat manajemen kinerja ditinjau dari aspek 

pengembangan sumber daya manusia adalah : 

1. Penyusunan program pelatihan dan pengembangan karyawan 

Dengan melaksanakan manajemen kinerja dapat diketahui atau diidentifikasi 

pelatihan tambahan apa saja yang masih harus diberikan kepada karyawan 

untuk membantu agar mampu mencapai standar prestasi yang ditetapkan. 

2. Penyusunan program suksesi dan kaderisasi 

Dengan melaksanakan manajemen kinerja selayaknya juga dapat 

diidentifikasi siapa saja karyawan yang mempunyai potensi untuk 

dikembangkan karirnya dengan dicalonkan untuk menduduki jabatan-jabatan 

yang tanggungjawabnya lebih besar pada masa yang akan datang. Perusahaan 

akan memanfaatkan catatan (records) tentang penilaian prestasi kerja seorang 

karyawan. 

3. Pembinaan karyawan 

Pelaksanaan manajemen kinerja juga dapat menjadi sarana untuk meneliti 

hambatan karyawan untuk meningkatkan prestasinya. Pembinaan mungkin 
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berupa teguran atau konseling oleh atasannya langsung atau penasihat 

(konselor) yang diangkat oleh perusahaan.  

2.2 Penilaian Prestasi Karyawan 

2.2.1  Pengertian Penilaian Prestasi Karyawan 

Setelah karyawan diterima, ditempatkan dan dipekerjakan maka tugas atasan 

selanjutnya adalah melakukan penilaian prestasi karyawan. Penilaian dilakukan untuk 

mengetahui prestasi yang dicapai setiap karyawan, apakah baik, sedang atau kurang. 

Penilaian prestasi penting bagi setiap karyawan dan berguna bagi setiap perusahaan 

untuk menetapkan tindakan kebijaksanaan selanjutnya. 

Menurut Sikula (2012:87), “Penilaian prestasi kerja adalah evaluasi yang sistematis 

terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan dan ditujukan untuk 

pengembangan.” 

Menurut Yoder (2012:88), “Penilaian prestasi kerja merupakan prosedur yang formal 

dilakukan di dalam organisasi untuk mengevaluasi pegawai dan sumbangan serta 

kepentingan bagi pegawai.” 

2.2.2  Tujuan dan Kegunaan Penilaian Prestasi Karyawan 

 Menurut Notoatmodjo (2009,134), tujuan dan kegunaan penilaian prestasi 

karyawan sebagai berikut : 

1. Peningkatan prestasi kerja 

Dengan adanya penilaian, baik manajer maupun karyawan memperoleh 

umpan balik, dan mereka dapat memperbaiki pekerjaan mereka. 

2. Kesempatan kerja yang adil 
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Dengan adanya penilaian kerja yang akurat akan menjamin setiap karyawan 

akan memperoleh kesempatan menempati posisi pekerjaan sesuai dengan 

kemampuannya. 

3. Kebutuhan-kebutuhan pelatihan pengenbangan 

Melalui penilaian prestasi kerja akan dideteksi karyawan-karyawan yang 

kemampuannya rendah, dan kemudian memungkinkan adanya program 

pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka. 

4. Penyesuaian kompensasi 

Penilaian prestasi kerja dapat membantu para manajer untuk mengambil 

keputusan dalam menentukan perbaikan pemberian kompensasi, gaji, bonus 

dll. 

5. Keputusan-keputusan promosi dan demosi 

Hasil penilaian prestasi kerja terhadap karyawan dapat digunakan untuk 

mengambil keputusan untukmempromosikan karyawan yang berprestasi baik, 

dan demosi untuk karyawan yang berprestasi kurang baik. 

6. Menilai kesalahan-kesalahan desain pekerjaan 

Hasil penilaian prestasi kerja dapat digunakan untuk menilai desain kerja. 

Artinya dapat membantu mendiagnosis kesalahan desain kerja. 

7. Menilai penyimpangan proses rekruitmen dan seleksi 

Penilaian prestasi kerja dapat digunakan untuk menilai proses rekruitmen dan 

seleksi karyawan yang telah lalu. 

2.2.3  Penilai Prestasi Karyawan 
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  Untuk menentukan siapa yang melakukan penilaian merupakan suatu masalah 

pokok dalam proses penilaian karena penetapan penilaian ini erat sekali hubungannya 

dengan persoalan apakah hasil penilaian itu objektif atau tidak. 

Secara umum penilai prestasi karyawan terdiri dari : 

1. Penilai informal 

Penilai informal adalah penilai (tanpa authority) melakukan penilaian 

mengenai kualitas kerja dan pelayanan yang diberikan oleh masing-masing 

karyawan baik atau buruk. Penilai adalah masyarakat, konsumen, dan atau 

rekanan. Hasil penilaian mereka sangat objektif dan bermanfaat untuk 

dipertimbangkan oleh penilai formal dalam menentukan kebijaksanaan 

selanjutnya. 

2. Penilai formal 

Penilai formal adalah seseorang atau komite yang mempunyai wewenang 

formal menilai bawahannya di dalam maupun di luar pekerjaan dan berhak 

menetapkan kebijaksanaan selanjutnya terhadap setiap individu karyawan. 

Hasil penilaian formal inilah yang akan menentukan nasib setiap karyawan 

apakah dipindahkan secara vertical/ horizontal, diberhentikan atau balas 

jasanya dinaikkan. Penilai formal ini dibedakan atas penilai individual dan 

penilai kolektif. 

a. Penilai individual 

 Penilai individual adalah seorang atasan langsung yang secara individual 

menilai perilaku dan prestasi kerja setiap karyawan yang menjadi 

bawahannya, apakah baik, sedang atau kurang. Hasil penilaian 
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kemudian diajukan kepada atasan langsung penilai untuk 

disahkan/ditandatangani. Jika hasil penilaian oleh atasan langsung tidak 

dapat diterima, hasil penilaian tadi harus diulang atas anjuran atasan 

langsung penilai tersebut. Baru setelah itu, ditandatangani oleh atasan 

langsung penilai. Jadi karyawan yang dinilai, dapat mengajukan 

keberatannya atas nilainya kepada atasan langsung penilai pertama 

untuk ditinjau kembali. 

b. Penilai kolektif 

 Penilai kolektif adalah suatu tim/ kolektif secara bersama-sama 

melakukan penilaian prestasi karyawan dan menetpakan kebijaksanaan 

selanjutnya terhadap karyawan tersebut. Penilaian semacam ini 

mempunyai pimpinan kolektif/presidium atau atasan karyawan yang 

akan dinilai terdiri dari beberapa orang. Hasilnya akan lebih objektif 

sebab nilai akhir merupakan rata-rata dari penilai yang kolektif tersebut. 

2.2.4  Dasar Penilaian dan Unsur-unsur yang Dinilai 

1. Dasar Penilaian 

Dasar penilaian adalah uraian pekerjaan dari setiap individu karyawan karena 

dalam uraian pekerjaan inilah ditetapkan tugas dan tanggungjawab yang akan 

dilakukan oleh setiap karyawan. Penilai menilai pelaksanaan uraian pekerjaan 

itu apa baik atau buruk, apa selesai/tidak dan apa dikerjakan secara 

efektif/tidak. Tolak ukur yang akan dipergunakan untuk mengukur prestasi 

kerja karyawan adalah standar.  
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2.  Unsur-unsur yang Dinilai 

a.    Kesetiaan 

Penilai mengukur kesetiaan karyawan terhadap pekerjaannya, 

jabatannya dan organisasi. Kesetiaan ini dicerminkan oleh ketersediaan 

karyawan menjaga dan membela organisasi di dalam maupun di luar 

pekerjaan dari rongrongan orang yang tidak bertanggungjawab. 

b.   Prestasi kerja 

Penilai menilai hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dapat 

dihasilkan karyawan tersebut dari uraian pekerjaannya. 

 

c.   Kejujuran 

Penilai menilai kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya 

memenuhi perjanjian baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang 

lain seperti kepada bawahannya. 

d.   Kedisiplinan 

Penilai menilai disiplin karyawan dalam mematuhi peraturan-peraturan 

yang ada dan melakukan pekerjaannya sesuai dengan intruksi yang 

diberikan kepadanya. 

e.   Kreativitas 

Penilai menilai kemampuan karyawan dalam mengembangkan 

kreativitasnya untuk menyelesaikan pekerjaannya, sehingga bekerja 

lebih berdaya guna dan berhasil guna. 

f.   Kerjasama 
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Penilai menilai ketersediaan karyawan berpartisipasi dan bekerjasama 

dengan karyawan lainnya secara vertical atau horizontal di dalam 

maupun di luar pekerjaan sehingga hasil pekerjaan akan semakin baik. 

g.   Kepemimpinan 

Penilai menilai kemampuan untuk memimpin, berpengaruh, mempunyai 

pribadi yang kuat, dihormati, berwibawa dan dapat memotivasi orang 

lain atau bawahannya untuk bekerja secara efektif. 

 

 

 

h.   Kepribadian 

Penilai menilai karyawan dari sikap perilaku, kesopanan, periang, 

disukai, member kesan menyenangkan, memperlihatkan sikap yang 

baik, serta berpenampilan simpatik dan wajar. 

i.  Prakarsa 

Penilai menilai kemampuan berpikir yang orisinal dan berdasarkan 

inisiatif sendiri untuk menganalisis, menilai, menciptakan, memberikan 

alas an, mendapatkan kesimpulan dan membuat keputusan penyelesaian 

masalah yang dihadapinya. 

j. Kecakapan 

Penilai menilai kecakapan karyawan dalam menyatukan dan 

menyelaraskan bermcam-macam elemen yang semuanya terlibat di 

dalam penyusunan kebijaksanaan dan di dalam situasi manajemen. 
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k.   Tanggungjawab 

Penilai menilai ketersediaan karyawan dalam mempertangggung- 

jawabkan kebijaksanaannya, pekerjaan dan hasil kerjanya, sarana dan 

prasarana yang dipergunakannya sertaperilaku kerjanya. 

2.2.5  Metode Penilaian Prestasi Karyawan 

Menurut Notoatmodjo (2009:136-139), metode penilaian prestasi kerja 

dikelompokkan menjasi dua macam, yakni penilaian yang berorientasikan waktu 

yang lalu, dan metode penilaian yang berorientasi pada waktu yang akan dating. 

 

 

1. Metode Penilaian Prestasi Kerja Berorientasikan Waktu Lalu 

  Metode ini berarti penilaian prestasi kerja seorang karyawan itu dinilai 

berdasarkan hasil yang telah dicapai oleh karyawan selama ini.  

a.  Rating Scale 

Dalam hal ini penilaian secara subjektif terhadap prestasi kerja karyawan 

dengan skala tertentu dari yang terendah sampai dengan tertinggi. Penilai 

memberikan tanda pada skala yang sudah ada dengan cara 

membandingkan antara hasil pekerjaan karyawan dengan kriteria yang 

telah ditentukan. 

b.  Checklist 
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Dengan metode ini penilai hanya memilih pernyataan-pernyataan yang 

sudah tersedia, yang menggambarkan prestasi kerja dan karakteristik-

karakteristik karyawan (yang dinilai). 

c.  Metode peristiwa kritis  

Penilaian yang didasarkan pada perilaku khusus yang dilakukan di tempat 

kerja, perilaku yang baik maupun perilaku yang tidak baik. Penilaian 

dilakukan melalui observasi langsung ke tempat kerja, kemudian 

mencatat perilaku-perilaku kritis yang tidak baik atau baik dan mencatat 

tanggal dan waktu terjadinya perilaku tersebut. 

d.  Metode peninjauan lapangan 

 Metode penilaian dilakukan dengan cara para penilai atau pimpinan 

terjun langsung ke lapangan untuk menilai prestasi kerja karyawan.  

 

 

 Hal ini dapat dilakukan dengan cara : 

 Kegiatan supervisi. Dalam melakukan supervisi, para penilai dapat 

melakukan penilaian terhadap kerja para karyawan. 

 Dengan sengaja dan terencana para penilai mendatangi tempat kerja 

para karyawan untuk melakukan penilaian prestasi kerja yang 

bersangkutan. 

e.  Tes prestasi kerja 
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 Metode penilaian ini dilakukan dengan mengadakan tes tertulis kepada 

karyawan yang akan dinilai. Dengan pertanyaan (tes) dan jawaban dari 

karyawan dalam bentuk tertulis, tidak mencerminkan langsung prestasi 

seseorang, maka metode ini termasuk penilaian prestasi kerja secara tidak 

langsung. 

 2. Metode Penilaian Prestasi Kerja Berorientasi Waktu yang Akan Datang 

  Metode ini memusatkan prestasi kerja karyawan saat ini serta penetapan 

sasaran prestasi kerja di masa yang akan dating. 

a. Penilaian diri (self appraisals) 

Metode penilaian menekankan bahwa penilaian prestasi kerja karyawan 

dinilai oleh karyawan itu sendiri. Tujuan penilaian ini adalah untuk 

pengembangan diri karyawan dalam rangka pengembangan organisasi. 

b.  Management By Objective (MBO) 

Metode penilaian ini ditentukan bersama-sama antara penilai atau 

pimpinan dengan karyawan yang akan dinilai. Mereka bersama-sama 

menentukan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran pelaksanaan kerja di 

waktu yang akan dating kemudian dengan menggunakan sasaran tersebut 

penilaian presrasi kerja dilakukan secara bersama-sama. 

c.  Penilaian psikologis 

Metode penilaian dilakukan dengan mengadakan wawancara mendalam, 

diskusi atau tes-tes psikologi terhadap karyawan yang akan dinilai. Aspek 

yang dinilai antara lain : intelektual, emosi, motivasi dan sebagainya dari 
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karyawan yang bersangkutan. Dari hasil ini akan membantu 

memperkirakan prestasi kerja di waktu yang akan dating. 

2.2.6  Hambatan dalam Penilaian Kinerja 

Penilaian yang dilakukan dengan adil diharapkan dapat meningkatkan produktivitas 

karyawan. Karyawan yang tidak berprestasi baik akan memperoleh umpan balik dan 

diharapkan akan meningkatkan prestasinya. Namun terkadang penilaian tidak 

memperbaiki kondisi yang nantinya membuka peluang bertambah buruknya prestasi 

karyawan tersebut. 

Menurut Dessler (2003:340), hambatan-hambatan dalam penilaian kinerja adalah : 

1. Perubahan Standar/ Standar yang tidak jelas 

Skala penilaian yang terlalu terbuka terhadap interpretasi yang akan 

memengaruhi pengukuran prestasi karyawan. 

2. Hallo effect 

Penilaian terhadap prestasi karyawan secara keseluruhan pada satu atau 

beberapa aspek saja. 

3. Kecendrungan Terpusat 

Penilaian kepada karyawan dengan nilai rata-rata. 

4. Longgar atau Ketat 

Kecendrungan penyelia memberikan penilaian yang terlalu tinggi atau terlalu 

rendah kepada karyawannya. 
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5. Bias 

Kecendrungan untuk memberikan penilaian individual seperti usia, ras dan 

jenis kelamin yang diterima karyawan. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1  Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 

Perda No. 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah 

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang merupakan gabungan 

antara Dinas Pendapatan dengan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Padang. 

Kemudian berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2015, Dinas Pengelolaan dan Aset 

dipisah menjadi Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset. 

Dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendapatan Daerah berganti nama 

menjadi Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 

90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja 

Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana 

penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh 

seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota 

melalui Sekretaris Daerah. 

3.2  Visi & Misi , Tujuan dan Sasaran Instansi 

Visi Badan Pendapatan Daerah adalah : Terwujudnya Penerimaan PAD yang Optimal 

Melalui Pelayanan Prima dan Profesional. Untuk mewujudkan Visi yang telah 

ditetapkan maka Badan Pendapatan Daerah menetapkan Misi sebagai berikut : 
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1. Mewujudkan kemampuan profesional dalam seluruh aktivitas pelayanan 

2. Mewujudkan kemampuan pelayanan prima terhadap mitra internal dan 

eksternal BAPENDA 

3. Mewujudkan Sistem Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang transparan 

dan akuntabel 

4. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya 

PAD sebagai penerimaan daerah 

Tujuan Badan Pendapatan Daerah adalah : 

1.  Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap profesional seluruh 

aparatur pengelolaan pendapatan asli daerah 

2.  Meningkatkan kemampuan  perilaku "melayani" terbaik bagi mitra internal 

dan eksternal. 

3.  Menggali sumber-sumber potensi Pendapatan Asli Daerah dengan pola 

Intensifikasi dan Ekstensifikasi. 

4.   Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat atas kewajiban terhadap 

perpajakan. 

  Sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Terwujudnya SDM aparatur yang kompeten dan profesional pada seluruh 

aparatur pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. 

2. Terwujudnya pelayanan yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. 

3. Terwujudnya database potensi pajak daerah yang valid, transparan dan 

akuntabel 
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4. Terwujudnya koordianasi dan kerja yang lebih baik dengan  OPD dan 

stakeholder lainnya. 

5. Terwujudnya pemahaman dan kesadaran masyarakat atas kewajiban terhadap 

perpajakan. 

3.3  Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 

 Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok fungsi penunjang urusan 

pemerintahan bidang keuangan (Sub Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah). 

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan (sub Pengelolaan pajak dan 

Retribusi Daerah) 

2. Pelaksanaan Tugas dukungan bidang keuangan (sub Pengelolaan pajak dan 

Retribusi Daerah) 

3. Pemantau, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidan 

keuangan (sub Pengellolaan Pajak dan Retribusi daerah) 

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan 

pemerintahan bidang keuangan (Sub Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah) 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 
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3.4  Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi pada Badan Pendapatan Daerah 

3.4.1 Kepala Badan 

 Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, 

mengawasi, mengendalikan, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaan 

teknis pengelolaan pendapatan daerah.  

 Untuk menyelengarakan tugas, Kepala Badan mempunyai tugas sebagai 

berikut : 

1. Merumuskan dan menetapkan visi dan misi badan 

2. Merumuskan dan menetapkan rencana program kerja badan 

3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pendapatan daerah 

4. Merumuskan peraturan daerah dan Peraturan Walikota tentang Pendapatan 

Daerah 

5. Menetapkan kebijakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan aset 

6. Menetapkan kebijakan pemanfaatan informasi teknologi 

7. Menetapkan standar pelayanan masyarakat 

8. Mengatur, mendistribusikan, mengkoordinasikan serta mengendalikan tugas 

bawahan; 

9. Melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan 

10. Melakukan koordinasi, evaluasi dan pembinaan pendapatan daeraha dengan 

organisasi perangkat daerah penghasil PAD 

11. Mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan 
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12. Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan pajak daerah dan retribusi darah 

yang dikelola badan 

13. Menyelengararakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang 

pengelolaan pendapatan daerah 

14. Membina dan melaksanakan tugas pengelolaan PAD 

15. Pengguna anggaran badan 

16. Pengguna barang badan; dan 

17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan Pendapatan Daerah 

membawahi : 

1. Sekretariat  

2. Bidang Pendataan dan Penetapan 

3. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan 

4. Bidang Penelitian, Pengembangan dan informasi 

5. Bidang Pengendalian dan Pelaporan  

3.4.2 Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan 

teknis administratif  kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan 

Pendapatan dalam urusan umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan, perencanaan 

kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.  

Sekretariat mempunyai fungsi; 



 

XLVII 
 

1. Mengelola administrasi penatausahaan keuangan dan asset 

2. Merencanakan dan mengkoordinasikan program kerja badan 

3. Mengkoordinasikan, menggerakkan dan mengendalikan kebijakan umum, 

kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset 

4. Mengelola administrasi perjalanan dinas 

5. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi bidang dalam pelaksanaan 

pengelolaan pendapatan; 

6.  Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan 

7. Mengelola layanan informasi dan dokumentasi public 

8. Mengelolan layanan pengaduan masyarakat dan 

9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat membawahi : 

1. Sub Bagian Umum  

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu sekretaris dalam 

melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, 

peralatan dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi dan kepegawaian 

serta aset. 

  Uraian tugas Sub Bagian Umum, meliputi: 

a. Mengelola pelaksanaan pelatihan sumber daya aparatur 

b. Mengelola surat masuk dan keluar 

c. Mengelola kearsipan dan dokumentasi 
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d. Mengelola administrasi kepegawaian 

e. Melaksanakan urusan rumah tangga dan humas 

f. Melaksanakan urusan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 

g. Menyusun laporan system informasi pengadaan barang dan jasa 

h. Melakukan penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, pemeliharaan 

dan penghapusan barang dan aset 

i. Mengelola administrasi perjalanan dinas luar daerah, bahan bakar 

minyak dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas. 

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

2.   Sub Bagian Keuangan 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam 

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi veifikasi, 

perbendaharaan dan penyusunan pertanggung jawaban keuangan Badan. 

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan meliputi: 

a. Menyelenggarakan administrasi keuangan 

b. Menyiapkan kelengkapan surat printah pembayaran uang persediaan, 

surat perintah pembayaran ganti uang, surat perintah pembayaran 

tambahan uang, surat perintah pembayaran langsung pengadaan barang 

dan jasa, gaji dan tunjangan PNS dan Non PNS serta penghasilan 

lainnya; 
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c. Melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan 

Surat Perintah Membayar 

d. Menyimpan dan memelihara dokumen keuangan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

e. Menyusun laporan keyangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

f. Melakukan koordinasi dan konsultasi masalah keuangan dengan satuan 

kerja perangkat daerah terkait 

g. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretariat yang 

berkaitan dengan administrasi keuangan dalam pengambilan keputusan 

atau kebijakan, 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

3.   Sub Bagian Program 

Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam 

menyiapkan rencana dan program kerja Badan. 

Uraian tugas Sub Bagian Program, meliputi: 

a. Menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran  

dan mengentrikan data dan aplikasi e-Planning dan e-Budgeting 

b. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban dan laporan kinerja lainnya 
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c. Menyusun Laporan FIsik dan Keuangan memalui Sistem Informasi 

Pembangunan Daerah dan manual 

d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

3.4.3 Bidang Pendataan dan Penetapan 

 Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Badan 

dalam melaksanakan tugas tugas di bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan 

Retribusi yang dikelola Badan Pendapatan Daerah. 

 

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi: 

1. Melakukan Penyusunan dan pelaksanaan program kerja bidang pendataan dan 

penetapan pendapatan daerah 

2. Mengkoordinir dan melaksanakan Pendataan, pendaftaran, penghitungan, dan 

penetapan pajak daerah dan retribusi daerah  

3. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah 

4. Mengkoordinasikan dengan bidang terkait hasil pendataan dan penetapan 

pajak dan retribusi daerah 

5. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja 

bidang pendataan dan penetapan 

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi: 
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1.  Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran 

Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas membantu Kepala 

Bidang Pendataan dan Penetapan dalam hal pendataan, pendaftaran, 

pemeriksaan, penelitian, serta penilaian terhadap objek pajak, wajib pajak, dan 

wajib retribusi. 

Uraian tugas Sub Bidang Pendataan meliputi: 

a. Menyusun rencana kegiatan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak 

Daerah/Wajib Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah 

b. Melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak 

Daerah/Wajib Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah 

c. Menyusun mekanisme pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak 

Daerah/Wajib Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah 

d. Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian kebenaran data Wajib Pajak 

Daerah/Wajib Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah 

e. Melaksanakan validasi data Wajib Pajak Daerah/Wajib Retribusi Daerah 

dan Objek Pajak Daerah 

f. Menyampaikan data objek Daerah, Wajib Pajak Daerah dan Wajib 

Retribusi kepada Bidang terkait 

g. Menyususn potensi pajak daerah dan retribusi sewa tanah 

h. Melaksanakan penilaian objek PBB-P2 

i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atas/pimpinan sesuai 

peraturan berlaku. 

2. Sub Bidang Penetapan 
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Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas membantu kepala Bidang 

Pendataan dan Penetapan pajak dalam hal menghitung, memperhitungkan 

dan menetapkan pajak dan retribusi yang dikelola Badan. 

Uraian tugas Sub Bidang penetapan, meliputi: 

a.  Melakukan perhitungan dan menetapan, Pajak dan Retribusi Daerah. 

b.  Penyusunan petunjuk teknis perhitungan dan penetapan Pajak Dan 

Retribusi. 

c.  Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan 

Retribusi Daerah yang dikelola Bapenda, serta menetapkan NJOP 

PBB.  

d.  Melakukan  pemeriksaan dan penelitian terhadap kesesuaian 

penetapan Pajak Daerah terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

e.  Menyampaikan SKPD dan SKRD kepada bidang terkait. 

f.  Mencetak dan mendistribusikan SPPT PBB P2 dan DHKP.  

g.   Pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

dan fungsi. 

h.   Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai peraturan yang 

berlaku. 

3. Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan 

Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas membantu 

kepala Bidang Pendataan dan Penetapan pajak dalam hal memproses 
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keberatan dan pengurangan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 

telah ditetapkan. 

Uraian tugas Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan, meliputi:  

a. Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis pengajuan dan 

pemberian keberatan dan pengurangan dan restitusi Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah dengan bidang terkait.  

b. Memproses pemberian keberatan, pengurangan, restitusi dan  banding 

atas materi penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

c. Menyiapkan pertimbangan keputusan atas  permohonan keberatan, 

pengurangan dan restitusi. 

d. Melakukan koordinasi antar bidang - bidang atas permohonan 

pengurangan, keberatan dan restitusi Pajak Daerah dan Retribusi daerah. 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai peraturan yang 

berlaku. 

3.4.4 Bidang Penagihan dan Pemeriksaan 

Bidang Penagihan dan Pemeriksaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan 

dalam melaksanakan tugas tugas di bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak dan 

Retribusi yang dikelola Badan Pendapatan Daerah, dan melakukan koordinasi serta 

pembinaan kepada Wajin Pajak Daerah dan Wajib Retribusi daerah yang dikelola 

Badan. 

Bidang Penagihan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi: 

1. Merumuskan rencana program kerja Bidang penagihan dan Pemeriksaan 
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2. Melaksanakan penagihan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Darah yang 

dikelola Badan 

3. Melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi penerimaan pendapatan daerah yang 

dikelola oleh Badan. 

4. Melaksanakan penagihan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 

dikelola Bapenda. 

5. Melaksanakan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah. 

6. Melaksanakan kegiatan pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah. 

7. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja 

Bidang Penagihan dan Pemeriksaan. 

8. Melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala terhadap penerimaan 

daerah. 

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota 

Padang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 

  Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Penagihan dan Pemeriksaan 

membawahi: 

1. Sub Bidang Penagihan 

Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Penagihan 

dalam hal melakukan penagihan pajak dan pengawasan pelaksanaan pajak dan 

retribusi yang dikelola Badan Pendapatan Daerah: 

Uraian tugas Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan, meliputi: 

a. Melakukan pengihan pajak daerah dan retribusi daerah baik untuk masa 

pajak berjalan, maupun sudah lewat jatuh tempo.  
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b. Melakukan penyusunan rencana kegiatan penagihan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

c. Melakukan penerbitan surat tagihan kepada Wajib Pajak dan Wajib 

Retribusi daerah yang terutang. 

d. Melakukan penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah. 

e. Melaksanakan tugas keBadanan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

 

 

2. Sub Bidang Pemeriksaan 

Sub Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas membantu kepala Bidang 

Penagihan dalam melakukan pengawasan terhadap pajak daerah dan retribusi 

daerah yang dikelola oleh badan. 

Uraian tugas Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan, meliputi: 

a.  Wajib pajak daerah dan retribusi daerah baik untuk masa pajak berjalan, 

maupun sudah lewat waktu jatuh tempo. 

b. Menyusun rencana kegiatan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi 

daerah. 

c. Melakukan penerbitan surat pengawasan dan pemeriksaan terhadap 

wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah; 

d. Melakukan penerbitan terhadap objek pajak daerah; dan  

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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3. Sub Bidang Pembinaan Wajib Pajak / Wajib Retribusi 

Sub Bidang Pembinaan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi mempunyai tugas  

membantu kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan dalam melakukan 

koordinasi dan pembinaan terhadap wajib pajak dan retribusi serta melakukan 

sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah. 

Uraian tugas Sub Bidang Pembinaan Wajib Pajak dan Retribusi, meliputi: 

a. Melakukan penerbitan surat teguran tu surat lainnya ada surat lainnya 

yang dipersamakan dengan surat teguran pembayaran pajak daerah dan 

sewa tanah  

b. Melakukan sosialisasi pajak daerah dan retribusi sewa tanah. 

c. Melakukan publikasi informasi  pajak daerah dan retribusi daerah  

d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan  sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

3.4.5 Bidang Penelitian, Pengembangan dan Informasi 

Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Informasi  mempunyai tugas membantu 

Kepala Badan dalam melaksanakan kajian dan pengembangan potensi pendapatan, 

mengelola Sistem Informasi Pendapatan Daerah, dan pelayanan pajak daerah. 

Bidang penelitian Pengembangan, dan Informasi mempunyai fungsi : 

1. Menyusun kajian potensi pendapatan daerah. 

2. Mengelola sistem informasi teknologi  pendapatan  daerah.  

3. Memelihara dan mengembangkan aplikasi online pajak daerah. 

4. Mengelola pelayanan informasi pajak daerah. 
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5. Mengelola penanganan pengaduan masyarakat 

6. Mengkaji dan menyusun peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, dan 

petunjuk  pelaksanaan yang menyangkut penerimaan daerah, dan  

7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsi.  

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi: 

1. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan. 

Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan mempunyai 

tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pengkajian   dan 

pengembangan potensi dan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah 

melalui pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Retribusi Daerah. 

Penjabaran tugas Sub Bidang pengkajian dan pengembangan potensi 

pendapatan adalah :   

a. Menyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengkajian dan 

Pengembangan Potensi Pendapatan 

b. Melakukan analisa perkembangan penerimaan daerah secara berkala  

c. Menyusun kajian dan pengembangan potensi pendapatan daerah 

d. Menyusun peraturan tentang pendapatan daerah 

e. Melaksanakan tugas kedinasasn lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

2. Sub Bidang Informasi Pendapatan Daerah. 

Sub Bidang Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu 

Kepala Bidang dalam memberikan informasi perkembangan pendapatan 
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daerah melalui informasi teknologi dan membangun serta mengembangkan 

informasi teknologi pengelolaan pendapatan daerah. 

Penjabaran tugas Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah adalah: 

a. Membangun, mengelola, dan memelihara aplikasi online pendapatan 

daerah. 

b. Mengelola database sistem informasi pendapatan daerah; 

c. Membangun dan memelihara jaringan system informasi pendapatan 

daerah 

d. Memproses cetak out put SPPT dan DHKP PBB; 

e. Memperbaiki kesalahan data pada sistem informasi pendapatan daerah 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh atasan sesuai dengan  

tugas dan fungsinya. 

3. Sub Bidang Pelayanan Informasi Pendapatan Program. 

Sub Bidang Pelayanan Informasi Pendapatan mempunyai tugas membantu 

Kepala Bidang dalam melakukan Pelayanan terhadap pengelolaan informasi 

pendapatan pajak dan retribusi daaerah yang dikelola badan, serta melayani 

masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah. 

Penjabaran tugas Sub Bidang Pelayanan  Informasi pendapatan adalah : 

a. Memberikan pelayanan pembayaran pajak daerah dan retribusi sewa 

tanah kepada wajib pajak dan wajib retribusi. 

b. Memberikan pelayanan pendaftaran data baru, pembetulan/ perubahan 

data PBB-P2. 

c. Memberikan pelayanan pemrosesan BPHTB. 
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d. Memproses pengaduan masyarakat. 

e. Melakukan koordinasi pada bank terkait pelaksanaan pembayaran pajak 

secara online. 

f. Melakukan koordinasi denagan bidang-bidang, terkait data penerimaan 

pajak dan retribusi yang dikelola badan; dan 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

3.4.6 Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan 

Bidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badan 

dalam menyusun laporan penerimaan, piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

serta melakukan koordinasi, evaluasi dan pengendalian terhadap penerimaan PAD. 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud, Bidang Pengendalian dan 

Pelaporan mempunyai fungsi : 

1. Menyusun laporan penerimaan PAD dan piutang pajak daerah. 

2. Mengkoordinasikan penindakkan terhadap pelanggaran oleh wajib pajak dan 

wajib retribusi dengan perangkat daerah terkait. 

3. Melakukan koordinasi, evaluasi dan pengendalian terhadap penerimaan PAD. 

4. Mengkoordinir penyusunan, pembukuan, penerimaan pajak daerah dan 

retribusi sewa tanah. 

5. Mengkoordinir penyusunan laporan penerimaan perangkat daerah penghasil 

PAD. 
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6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan 

membawahi: 

1. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan. 

Sub Bidang Pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas membantu kepala 

bidang dalam membuat pembukuan penerimaaan dan menyusun laporan 

realisasi penerimaan, tunggakan pajak daerah, dan retribusi sewa tanah. 

Penjabaran tugas Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan adalah : 

a. Melakukan pembukuan penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi 

sewa tanah 

b. Menyusun laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan 

retribusi sewa tanah bulanan, triwulan, semester dan tahunan 

c. Melakukan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah 

d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian. 

 Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala 

Bidang dalam melakukan koordinasi, evaluasi, dan pengendalian terhadap 

perkembangan penerimaan pajak dan retribusi serta melakukan koordinasi 

dengan perangkat daerah terkait untuk menindak pelanggaran oleh wajib 

pajak daerah dan wajib retribusi daerah. 
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Penjabaran tugas Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian adalah : 

a. Melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak 

Daerah dan Retribusi sewa tanah. 

b. Menyusun rencana penindakkan terhadap pelanggaran wajib pajak 

daerah dan retribusi daerah. 

c. Melakukan rapat evaluasi PAD. 

d. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk menindak 

wajib pajak daerah yang melakukan pelanggaran pajak retribusi. 

e. Memproses penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah. 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

3. Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain 

Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain membantu Kepala Bidang dalam 

melakukan koordinasi, evaluasi, dan pengendalian terhadap perkembangan 

penerimaan retribusi serta melakukan koordinasi dengan perangkat daerah 

penghasil PAD. 

 Penjabaran tugas sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain adalah : 

a. Melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan dan tunggakan 

retribusi dan pendapatan lain-lain 

b. Melakukan rapat pembahasan terhadap realisasi penerimaan retribusi 

dan pendapatan lain-lain 
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c. Menyusun laporan realisasi penerimaan dan tunggakan retribusi dan 

pendapatan lain-lain 

d. Memberikan pelayanan porporasi benda berharga 

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis 

yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

PNS (PP RI No. 46 tahun 2011). Hasil penilaian prestasi kerja digunakan untuk 

menentukan besaran penghasilan PNS yang diberikan setiap bulannya dan tambahan 

penghasilan. Selain itu, hasil penilaian juga digunakan untuk kepentingan kenaikan 

pangkat/jabatan (promosi) dan demosi. Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk 

menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi 

kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja ( PP RI No. 46 

tahun 2011). 

Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam 

satu tahun, yang dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan atau 

paling lama Januari tahun berikutnya. Penilaian dilakukan oleh pejabat penilai sesuai 

tingkat jabatan dari eselon IV, eselon III dan eselon II. Atasan pejabat penilai bukan 

sekedar memberikan legalitas hasil penilaian pejabat penilai, lebih berfungsi sebagai 

motivator dan evaluator dalam efektifitas pejabat penilai melakukan penilaian.  

Penilaian prestasi kerja PNS harus dilakukan berdasarkan prinsip : 

1. Objektif, memberikan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimiliki PNS 

tersebut, tidak memandang latar belakang dan sebagainya. 
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2. Terukur, penilaian harus memiliki tolak ukur atau memiliki standar yang 

harus dicapai PNS tersebut. 

3. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai perundang-undangan 

yang berlaku. 

4. Partisipatif, dimana pejabat structural dan staf (pelaksana) bekerja sama dalam 

melakukan penilaian. 

5. Transparan, bersifat terbuka dalam melakukan penilaian. 

4.1 Unsur-unsur dalam Penilaian Prestasi Kerja 

4.1.1  Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan 

target yang akan dicapai oleh seorang PNS ( PP RI No. 46 tahun 2011). Dalam 

penilaian, SKP memiliki kontribusi 60%  dalam menentukan prestasi kerja PNS, yang 

mencakup penyusunan target SKP dan realisasi dari target tersebut. 

 Penyusunan target kerja disusun sesuai dengan format SKP yang terdiri dari 

lima bagian utama, yaitu : 

1. Bagian data PNS yang dinilai 

Pada bagian ini diisikan nama PNS, Nomor Induk Pegawai (NIP), 

pangkat/golongan ruang, jabatan dan unit kerja PNS. 

2. Bagian Data Atasan Langsung PNS yang dinilai 

Bagian ini diisi oleh jabatan atasan PNS (eselon IV) dan atasan dari atasan 

langsung PNS (eselon III dan eselon II), namun PNS yang menduduki jabatan 

eselon II akan langsung dinilai oleh eselon I yakni sekretaris daerah. Pada 
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bagian ini diisikan nama PNS, NIP pns tersebut, pangkat/golongan ruang, 

jabatan dan unit kerja. 

 

 

3. Bagian Kegiatan Tugas Jabatan 

Pada bagian ini, diisi sesuai dengan kegiatan yang menjadi tugas pokok 

jabatan pegawai yang ditulis pada bagian data pegawai yang dinilai, yang 

mengacu pada rencana kerja tahunan instansi untuk mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan instansi tersebut, yang meliputi : 

a. Jabatan Struktural 

Pegawai yang menduduki jabatan ini terdiri dari eselon II, eselon III dan 

eselon IV. Kegiatan tugas jabatan mengacu pada rencana kerja tahunan 

instansi. 

b. Jabatan Fungsional Tertentu 

Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu, kegiatan tugas 

jabatannya mengacu pada angka kredit pada satu tahun. 

c. Jabatan Fungsional Umum  

Pegawai yang menduduki jabatan ini adalah staf/pelaksana yang uraian 

tugasnya mengacu pada pejabat struktural eselon IV. 

4. Bagian Angka Kredit 

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan yang harus dicapai 

oleh seorang PNS yang memiliki Jabatan Fungsional Tertentu dalam rangka 

pembinaan karir dan jabatannya 
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5. Bagian Target 

Pada bagian target kerja, diisi target dari hasil kerja atau aktifitas kerja dari 

setiap kegiatan tugas jabatan. Target merupakan jumlah beban kerja yang 

akan dicapai oleh setiap PNS dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu 

dalam menetapkan target prestasi kerja harus mempertimbangkan empat 

aspek yaitu : 

a. Aspek Kuantitas (Target Output) 

Bagian target kuantitas diisi dengan jumlah hasil kerja atau aktifitas 

kerja dari setiap uraian pada bagian kegiatan tugas jabatan Dalam 

menentukan target kuantitas/output (TO) dapat berupa kegiatan, unit, 

dokumen, buku, surat, laporan, wajib pajak, surat tanda setoran, liter dan 

sebagainya 

b.  Aspek Kualitas (Target Kualitas) 

Bagian target kualitas diisi dengan persentase hasil atau pelaksanaan 

output. Dalam menetapkan target kualitas (TK) nilai yang diberikan 

adalah 100 dengan sebutan sangat baik. 

c.  Aspek Waktu (Target Waktu) 

Bagian target waktu diisi dengan waktu yang dibutuhkan untuk 

mencapai hasil kerja atau pelaksanaan aktifitas yang ada pada kegiatan 

tugas jabatan. Waktu yang dibutuhkan mulai dari satu bulan hingga satu 

tahun (12 bulan). 

d.  Aspek Biaya (Target Biaya) 
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Bagian target biaya diisi dengan biaya atau pendapatan yang 

dianggarkan dalam DPA. Target biaya hanya diisi bagi pejabat 

structural, yaitu Kepala Badan. 

 

 

4.1.2 Tugas Tambahan dan Kreativitas 

1.  Tugas Tambahan 

 Tugas tambahan adalah evaluasi kinerja pegawai yang menilai hasil kerja atau 

aktivitas kerja yang dilakukan PNS atas dasar pemberian tugas oleh atasan 

langsung atau pejabat lain yang berwenang dengan rekomendasi atasan 

langsung. Tugas yang diberikan merupakan tugas yang termasuk dalam 

kegiatan tugas jabatan namun tidak ada target kerja, atau tidak ada dalam 

kegiatan tugas jabatan tapi ada dalam kerangka pencapaian Indikator Kinerja 

Perangkat Daerah. 

 Ketentuan penetapan tugas tambahan : 

1. Pemberian tugas diikuti dengan surat perintah, surat tugas atau surat 

keputusan tentang penetapan tim/panitia/kelompok kerja kegiatan. 

2. Kedudukan PNS dan kurun waktu pelaksanaan pelaksanaan dalam tugas 

jelas dan nyata (berkesinambungan). 

3. Tugas dilakukan pada hari kerja atau di luar hari kerja. 
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4. Tugas dilakukan untuk kegiatan yang dibiayai APBD atau tidak dilayani 

APBD. 

Tabel 4.1 

Pedoman penilaian tugas tambahan (Perka BKN Nomor 1 tahun 2013) : 

N

o 

Tugas Tambahan 

N

ilai 

1 

Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 

(satu) tahun sebanyak 1 (satu) sampai 3 (tiga) 

kegiatan 

1 

2 

Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 

(satu) tahun sebanyak 4 (empat) sampai 6 

(enam) kegiatan 

2 

3 

Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 

(satu) tahun sebanyak 7 (tujuh) kegiatan atau 

lebih 

3 

 

2. Kreativitas 

Kreativitas adalah evaluasi kinerja pegawai yang menilai pegawai dalam 

menemukan peralatan, metode ata temuan lain yang bersifat baru atau 

terbarukan yang bermanfaat nyata terhadap kinerja instansi dan pelayanan 

kepada masyarakat sesuai tugas jabatan. 

Tabel 4.2 
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Pedoman penilaian Kreativitas (Perka BKN Nomor 1 tahun 2013) : 

N

o 

Kreativitas 

N

ilai 

1 

Apabila hasil yang ditemukan merupan 

sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi unit 

kerjanya dan dibuktikan dengan surat keterangan 

yang ditanda- tangani oleh kepala unit kerja 

setingkat eselon II 

3 

2 

Apabila hasil yang ditemukan merupakan 

sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi 

organisasinya serta dibuktikan dengan surat 

keterangan yang ditanda- tangani oleh Pembina 

Pejabat Kepegawaian (PPK) 

6 

3 

Apabila hasil yang ditemukan merupakan 

sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi Negara 

dengan penghargaan yang diberikan oleh 

Presiden 

1

2 

 

4.1.3  Perilaku Kerja Pegawai 

Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan 

oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan ( PP RI No. 46 tahun 2011).  
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Penilaian perilaku kerja meliputi aspek : 

1. Orientasi Pelayanan 

Orientasi Pelayanan merupakan perilaku PNS dalam memberikan pelayanan 

terbaik kepada yang dilayani baik masyarakat, atasan langsung, rekan kerja, 

unit kerja terkait dan/ atau instansi lain. Orientasi pelayanan diukur dengan 

indikator jumlah kepuasan terhadap pelayanan, yaitu jumlah konsumen (wajib 

pajak) yang merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan pegawai dalam 

satu bulan, diakumulasikan dalam satu tahun.  

2. Integritas 

Integritas merupakan perilaku PNS yang mampu bertindak sesuai dengan 

nilai, norma dan etika dalam instansi tersebut. Integritas diukur dengan jumlah 

penghargaan yang diterima atas prestasi kerja yaitu seberapa banyak 

penghargaan yang diterima atas prestasi yang dicapai PNS dalam satu bulan 

dan diakumulasikan dalam satu tahun. 

3. Komitmen 

Komitmen merupakan perilaku PNS yang mampu dan memiliki motivasi 

dalam menyelaraskan sikap dan tindakan untuk mewujudkan tujuan organisasi 

dengan mengutamakan kepentingan instansi daripada kepentingan diri 

sendiri., seseorang atau golongan. 

Komitmen diukur dengan frekuensi kehadiran apel pagi dan upacara hari 

besar Nasional maupun upacara bulanan. 

4. Disiplin 
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Disiplin merupakan perilaku PNS yang sanggup melaksanakan kewajiban dan 

tidak melanggar larangan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan atau peraturan instansi yang bila tidak di taati akan 

dijatuhi hukuman disiplin. 

Disiplin dapat diukur dengan frekuensi kehadiran kerja dan ketepatan wakru 

masuk dan pulang kerja. 

5. Kerjasama 

Kerjasama merupakan perilaku PNS yang mampu dan memiliki motivasi 

untuk bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan maupun unit kerja 

lain dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab yang telah ditentukan 

sehingga akan mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. 

Kerjasama dapat diukur dengan jumlah keikutsertaan PNS dalam mengikuti 

rapat kerja/ pertemuan. 

6. Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan perilaku kerja PNS yang mampu memotivasi serta 

mempengaruhi stafnya maupun orang lain dalam bidang tugasnya demi 

tercapainya tujuan. 

Kepemimpinan dapat diukur dengan jumlah keikutsertaan dalam 

tim/panitia/kelompok kerja sebagai ketua/coordinator atau menjadi 

narasumber dalam seminar atau sejenisnya. 

4.2 Pejabat Penilai dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 
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 Pejabat penilai adalah PNS yang menduduki jabatan structural dan menilai 

stafnya sesuai dengan tingkat eselon berikut: 

1. Eselon II 

 Yang termasuk ke dalam eselon II ini adalah Kepala Badan dan akan dinilai 

oleh eselon II yakni Sekretaris Daerah. 

2. Eselon III 

 Yang termasuk ke dalam eselon III ini adalah Kepala Bidang dan nantinya 

berakan dinilai oleh eselon II yaitu Kepala Badan. 

3. Eselon IV 

 Yang termasuk ke dalan golongan eselon IV adalah Kepala Sub Bidang dan 

akan dinilai oleh Kepala Bidang. 

4.3  Prosedur Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 

1.  Penilaian SKP 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dimulai dari penyusunan SKP yang dimulai 

pada 1 Januari. Setiap PNS menyusun SKP sebagai rancangan  pelaksanaan 

Kegiatan Tugas Jabatan, sesuai dengan rincian tugas, tanggungjawab dan 

wewenangnya, yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur dan tata 

kerja organisasi.  

 

SKP disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan 

Kegiatan Tugas Jabatan, dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 

dan Rencana Kerja (Renja) tahunan organisasi, yang berisikan tentang apa 
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kegiatan yang akan dilakukan, apa hasil yang akan dicapai, berapa yang akan 

dihasilkan dan kapan harus selesai. Setiap Kegiatan Tugas Jabatan yang akan 

dilaksanakan, target sebagai hasil kerja yang harus diwujudkan, dengan 

mempertimbangkan aspek kuantitas/Output, kualitas,  waktu dan dapat 

disertai biaya.  

Tabel 4.3 

Formulir Sasaran Kerja Pegawai 

FORMULIR SASARAN KERJA 

PEGAWAI NEGERI SIPIL 

N

O 
I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 

1 Nama   1 Nama   

2 NIP   2 NIP   

3 

Pangkat/Gol.Ruan

g   3 

Pangkat/Gol.Ruan

g   

4 Jabatan   4 Jabatan   

5 Unit Kerja   5 Unit Kerja   

N

O 

III. KEGIATAN TUGAS 

JABATAN 
AK 

TARGET 

KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                   
  

 

      

Padang,  1 Januari 2016  

Pejabat Penilai, Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai 

Catatan : 

      

* AK Bagi PNS yang memangku jabatan 

fungsional tertentu 
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 Pengukuran Capaian Nilai SKP sebagai berikut : 

a. Kuantitas 

 Penilaian SKP (kuant) =                        
                 

        

b. Kualitas 

Penilaian SKP (kual) =   
                       

                    
     

Tabel 4.4 

Pedoman pengukuran kualitas output 

K

riteria 

Nilai 

Keterangan 

9

1-100 

Hasil kerja sempurna dan pelayanan di atas 

tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, standar yang 

ditentukan dan lain-lain. 

7

6-90 

Hasil kerja mempunyai 1 (satu) atau 2 (dua) 

kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan 

pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan dan 

lain-lain. 

6

1-75 

Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) 

kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan 

pelayanan cukup memenuhi standar yang telah 
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ditentukan dan lain-lain. 

5

1-60 

Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan 

kecil, dan ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan 

tidak cukup memenuhi standar yang telah ditentukan 

dan lain-lain. 

5

0 ke 

bawah 

Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 (lima) 

kesalahan kecil da nada kesalahan besar, kurang 

memuaskan, revisi, pelayanan di bawah standar yang 

ditentukan dan lain-lain. 

 

c. Waktu 

 Jika kegiatan tidak dilakukan maka realisasi waktu 0 (nol) 

  Penilaian SKP (waktu)  = 
             

  
        

 Jika tingkat efisiensi ≤ 24%, diberikan nilai baik sampai dengan 

sangat baik 

  Penilaian SKP (waktu) =  
            

  
      

   Jika tingkat efisiensi ≥ 24%, diberikan nilai cukup sampai buruk 

 Penilaian SKP (waktu) = 76 -    
            

  
            

   Untuk menghitung persentase tingkat efisiensi waktu dari target 

waktu 

  Persentase efisiensi waktu =         
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Ket :   TW = Target Waktu 

      RW = Realisasi Waktu 

d. Biaya 

 Jika kegiatan tidak dilakukan maka realisasi biaya 0 (nol) 

   Penilaian SKP (biaya) =  
              

  
        

 

 Jika tingkat efisiensi ≤ 24%, diberikan nilai baik sampai dengan 

sangat baik 

  Penilaian SKP (biaya) = 
             

  
      

 Jika tingkat efisiensi >24%, diberikan nilai cukup sampai dengan 

buruk 

 Penilaian SKP (biaya) = 76 -   
             

  
            

   Untuk menghitung persentase tingkat efisiensi biaya dari target 

biaya 

  Persentase efisiensi biaya =         
  

  
        

   Ket : TB = Target Biaya 

      RB = Realisasi Biaya 

e. Capaian Nilai SKP = Total Target ÷ Jumlah Target 

 2.  Penilaian Tugas Tambahan dan Kreativitas 

Penilaian tugas tambahan dan kreativitas merupakan bagian dari penilaian 

SKP yang tercantum dalam format SKP yang tidak terpisahkan. Penilaian 
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tugas tambahan dan kreativitas dijumlahkan dengan penilaian  target kerja 

pada SKP. Penilaian terhadap satu kegiatan tugas tambahan terhitung dari 

keputusan penetapan tugas tersebut sampai masa kerja kegiatan tersebut 

berakhir. Sedangkan kreativitas diukur setelah pengakuan dari Kepala Badan 

terhadap kemanfaatan hasil kreativitas PNS terhadap instansi tersebut. 

 

3.  Penilaian Perilaku Kerja 

 Penilaian perilaku kerja PNS terdiri dari beberapa aspek, yaitu orientasi 

pelayanan, integritas, komitmen,disiplin, kerjasama dan kepemimpinan. 

Aspek penilaian perilaku kerja kepemimpinan hanya untuk jabatan struktural 

saja 

Tabel 4.5 

Formulir Perilaku Kerja Pegawai 

UNSUR YANG DINILAI Jumlah 

a. Sasaran Kerja Pegawai 

(SKP) 

 

  

 

60%   

b. Perilaku 

Kerja 

1. Orientasi 

Pelayanan 
    

  

2. Integritas       

3. Komitmen       

4. Disiplin       

5. Kerjasama       

6. Kepemimpinan       

7. Jumlah       
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8. Nilai rata – rata       

9. Nilai Perilaku 

Kerja 
  

 

40% 
  

 

NILAI PRESTASI KERJA 

  

  

 Nilai perilaku kerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan, yaitu : 

1. 91 – 100  : Sangat baik 

2. 76 – 90   : Baik 

3. 61 – 75  : Cukup 

4. 51 – 60  : Kurang 

5. 50 ke bawah : Buruk 

Penilaian akhir dari prestasi kerja adalah dengan cara menggabungkan 

penilaian SKP dengan penilaian perilaku kerja. Bobot dari unsur SKP 60% dan unsur 

perilaku kerja 40 %. Nilai prestasi kerja juga dinyatakan dalam bentuk sebutan 

dengan standar yang sama dengan sebutan penilaian perilaku kerja. 

Perhitungan Nilai Prestasi Kerja PNS adalah : 

(Rata-rata Nilai SKP + Tugas Tambahan + Kreativitas × 60%) +  

(Rata-rata Nilai Perilaku×40%) 

Penghitungan penilaian SKP dan perilaku kerja untuk jabatan struktural, 

jabatan fungsional tertentu maupun jabatan fungsional umum pada prinsipnya sama. 

Penilaian Prestasi Kerja PNS ini dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam 1 

(satu) tahun, yang dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan 

atau paling lama Januari tahun berikutnya. 



 

LXXIX 
 

Pejabat penilai wajib menyampaikan hasil penilaian prestasi kerja kepada 

atasan pejabat penilai paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya 

penilaian prestasi kerja. Hasil penilaian prestasi kerja mulai berlaku sesudah ada 

pengesahan dari atasan pejabat penilai. Apabila PNS keberatan atas hasil penilaian 

maka PNS tersebut dapat mengajukan keberatan disertai alasannya kepada atasan 

pejabat penilai paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima hasil penilaian 

prestasi kerja. 

4.4 Pengembangan Sistem Informasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai  

 Dalam pelaksanaannya PNS sebagai objek penilaian sering kali menghadapi 

permasalahan dalam pengisian SKP. Salah satu yang paling terasa adalah pengisian 

SKP yang menguras waktu, dan tenaga pegawai. Selain dibutuhkan ketelitian yang 

tinggi karena penghitungannya menggunakan rumus tertentu dalam Microsoft Excel. 

Walaupun rumus pengukuran penilaian sudah di setting, data yang harus diisikan 

yang tidak sedikit juga berpeluang besar untuk terjadi kesalahan dalam penghitungan 

penilaian SKP.  

Dengan semakin majunya teknologi membuat pekerjaan yang awalnya 

dikerjakan secara manual kini di otomatisasi dengan penggunaan teknologi. Penilaian 

presstasi kerja PNS yang awalnya dilakukan secara manual menggunakan Microsoft 

excel, pada tahun 2017 Badan Pendapatan Daerah melakukan penilaian dengan 

menggunakan SKP online. Setiap PNS menyusun SKP masing-masing melalui 

website http://skp.padang.go.id:9111.  

Tahap-tahap pengisian SKP online ini adalah sebagai berikut : 

http://skp.padang.go.id:9111/


 

LXXX 
 

1.  Input data kepegawaian yang terdiri dari : 

a. Nama 

b. Nomor Induk Pegawai (NIP) 

c. Unit Kerja 

d. Eselon 

e. Pangkat/Golongan 

f. Jabatan 

g. Pejabat Penilai 

h. Atasan Pejabat Penilai 

i. Riwayat Kepangkatan dan Jabatan 

2. Pembuatan Target Kerja 

a. Target tahunan dan bulanan oleh staf PNS 

b. Target tahunan dan bulana oleh Pejabat Penilai 

Setelah penginputan data target kerja, akan diverifikasi oleh BKD dan 

penilaian langsung dimonitor oleh BKD. 

Alur Penilaian Prestasi Kerja PNS dengan SKP online sebagai berikut : 

1. Pelaporan realisasi sasaran dan target kerja 

2. Pelaporan perilaku kerja 

3. Penilaian realisasi sasaran dan target kerja 

4. Penilaian perilaku kerja 

5. Banding atas penilaian prestasi kerja 

6. Verifikasi sasaran dan target kerja 

7. Verifikasi perilaku kerja 
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8. Penilaian prestasi sementara 

9. Review hasil penilaian prestasi kerja 

10. Penilaian prestasi kerja final 

Metode ini akan memudahkan berbagai pihak terkait dalam rangka melakukan 

pengukuran terhadap prestasi kerja ini. Demi terukurnya tingkat produktivitas 

pegawai dengan cara yang lebih cepat dan mudah, Badan Pendapatan Daerah 

memanfaatkan SKP online. Aplikasi online ini memandu seluruh PNS dalam 

melakukan penyusunan SKP. Mulai dari pengisian formulir SKP, penilaian SKP, 

penilaian perilaku kerja, hingga penilaian prestasi kerja. Dari tahap pengajuan 

formulir sampai diterbitkannya lembar prestasi kerja. Semua dapat dipandu tahap 

demi tahap oleh aplikasi SKP online ini. Kemudahan yang ditawarkan oleh sistem 

SKP online tentu dapat menjamin kelancaran proses kontrak kinerja, verifikasi, 

hingga penilaian kinerja pegawai. 

4.5 Hambatan dalam Penilaian Prestasi Kerja 

Dalam pelaksanaan penilaian Prestasi Kerja PNS pasti tidak luput dari 

kendala yang terjadi, baik dari segi PNS itu sendiri maupun dari segi Pejabat Penilai 

yang menilai PNS bawahannya. Dalam peyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), 

masih ada beberapa PNS yang belum bisa mengisi SKP masing-masing, karena tidak 

adanya kemampuan untuk menggunakan computer yang khususnya dalam menyusun 

SKP ini menggunakan aplikasi Microsoft Excel. 

Lalu dari segi penilaian, dalam melaksanakan penilaian prestasi kerja, pejabat 

penilai memiliki kecendrungan untuk menilai pegawai dengan kecendrungan terpusat, 
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penilaian rata-rata untuk seluruh pegawai, sehingga penilaianpun cendrung baik.  Hal 

ini dapat menyebabkan penilaian tidak menjadi optimal untuk meningkatkan 

produktivitas kerja pegawai. Bagi pegawai dengan kinerja buruk akan lebih 

menghasilkan kinerja yang buruk, sedangkan bagi pegawai dengan kinerja yang 

tinggi saat ini memungkinkan untuk menghasilkan kinerja yang buruk di masa 

mendatang. 
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BAB V 

PENUTUP 

1.1  Kesimpulan 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) 

menjalankan tugas jabatannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

secara professional, jujur dan adil. Untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas 

PNS maka diperlukan penilaian kinerja PNS tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 

11 tahun 2016 mengatur tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS bertujuan untuk 

menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi 

kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian 

prestasi kerja pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang bertujuan 

sebagai acuan untuk kenaikan pangkat dan penambahan penghasilan. 

Berikut kesimpulan mengenai Penilaian Prestasi Kerja PNS : 

1. Penilaian Prestasi Kerja PNS memiliki 3 (tiga) unsur, yaitu : 

a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

SKP merupakan rencana dan target kerja yang akan dicapai PNS sesuai 

dengan Rencana Kerja (Renja) tahunan suatu instansi. SKP ini memiliki 4 

(empat) target yaitu target kuantitas, target kualitas, target waktu dan target 

biaya. 
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b. Tugas Tambahan dan Kreativitas 

Penilaian tugas tambahan dan kreativitas ini diberikan kepada PNS yang 

memenuhi syarat-syarat tertentu yang tercantum dalam Perka BKN 

Nomor 1 Tahun 2013 selama dalam masa tugas jabatannya.  

c. Perilaku Kerja Pegawai 

Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang 

dilakukan PNS yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan perundang-

undangan. Perilaku kerja terdiri dari orientasi pelayanan, integritas, 

komitmen,disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. 

2. Pejabat Penilai dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 

Pejabat penilai prestasi kerja PNS adalah pejabat structural dengan tingkat 

eslelon serendah-rendahnya eselon IV (Kepala Sub Bidang). Lalu eselon III 

(Kepala Bidang) dan eselon II (Kepala Badan). Pejabat penilai wajib 

menyampaikan hasil penilaian prestasi kerja kepada atasan pejabat penilai 

paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya penilaian prestasi 

kerja. Hasil penilaian prestasi kerja mulai berlaku sesudah ada pengesahan 

dari atasan pejabat penilai. 

3. Prosedur Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 

Penilaian prestasi kerja pegawai dimulai dari penyusunan SKP oleh PNS di 

awal tahun tepatnya bulan Januari dan akan dinilai di akhir tahun oleh pejabat 
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penilai (atasan langsung) dari PNS tersebut pada akhir Desember tahun 

bersangkutan atau paling lambat awal tahun berikutnya.  

Nilai prestasi kerja PNS dinyatakan dengan sebutan sebagai berikut : 

a. 91 – 100  : Sangat baik 

b. 76 – 90   : Baik 

c. 61 – 75  : Cukup 

d. 51 – 60  : Kurang 

e. 50 ke bawah : Buruk 

4. Pengembangan Sistem Informasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 

Kemajuan teknologi juga memberi dampak pada penilaian prestasi kerja PNS. 

Pada tahun 2017 penilaian prestasi kerja PNS dilakukan dengan system 

online, yang memudahkan berbagai pihak terkait dalam rangka melakukan 

pengukuran terhadap prestasi kerja ini. Demi terukurnya tingkat produktivitas 

pegawai dengan cara yang lebih cepat dan mudah. 

5. Hambatan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai  

Dalam pelaksanaannya, tentu ada kendala/ hambatan yang terjadi, seperti 

pemberian  nilai yang rata-rata (merata) kepada PNS dengan memberikan 

nilai huruf baik pada beberapa pegawai. Hal ini menyebabkan tidak adanya 

tindak lanjut bagi PNS yang berkinerja buruk. 
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5.2  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberi saran sebagai berikut: 

1. Pada kenyataannya pada Badan Pendapatan Daerah, penyusunan SKP masih 

dilakukan oleh Bagian Kepegawaian. Seharusnya masing-masing pegawai 

sudah mulai menyusun SKPnya sendiri sesuai dengan tugas jabatan yang telah 

ditetapkan. Terlebih lagi di tahun 2013 penilaian sudah dilakukan secara 

online maka hendaknya diberikan sosialisasi kepada PNS penggunaan system 

aplikasi tersebut. 

2. Pejabat penilai dalam menilai PNS yang dinilainya harus objektif, terukur, 

akuntabel, partisipatif dan transparan. Sehingga nilai yang didapat PNS 

tersebut sesuai dengan kinerjanya. Bagi pegawai dengan kinerja baik, dapat 

mengembangkan kompetensi lagi ke depannya dan bagi pegawai dengan 

kinerja buruk dapat memperbaiki cara kerjanya agar berkinerja dengan baik. 

Dengan ini maka pencapaian tujuan organisasi akan lebih optimal. 
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